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BAB |
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA PENYANDANG
DISABILITAS DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PRESPEKTIF UU

NO 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
A. Latar Belakang Masalah

Sejak negara ini didirikan, bangsa Indonesia telah menyadari bahwa
pekerjaan merupakan kebutuhan asasi warga negara sebagaimana diamanatkan
dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: tiap-tiap warga negara
berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam
amandemen UUD 1945 tentang ketenagakerjaan juga disebutkan dalam Pasal
28 ayat (2) UUD 1945. Hal tersebut berimplikaasi pada kewajiban negara untuk
memfasilitasi warga negara agar dapat memperoleh pekerjaan yang layak bagi
kemanusiaan. Oleh karena itu, perlu perencanaan matang di bidang
ketenagakerjaan untuk mewujudkan kewajiban negara tersebut.

Selama lebih dari setengah abad sejak kemerdekaan Republik Indonesia
sampai dengan menjelang tahun 2000an telah menghasilkan sejumlah undang-
undang di bidang perburuhan dengan tujuan utama memperbaiki kehidupan
buruh.

Perubahan undang-undang tersebut dilatarbelakangi oleh sumber-sumber
kejadian hukum yang ada di Indonesia keberadaan sejumlah undang-undang

tersebut



ternyata tidak mampu sepenuhnya mengubah kehidupan buruh menjadi
lebih baik. Sejumlah undang-undang yang sesungguhnya diharapkan mampu
mengubah kehidupan buruh hanya mampu sekedar mengisi kekosongan atau
kevakuman hukum saja. Oleh karena itu upaya terus-menerus dilakukan oleh
buruh dan semua unsur masyarakat yang mempunyai perhatian terhadap buruh,
kepada pihak yang berwenang agar mengadakan perubahan terhadap sejumlah
undang-undang tersebut.*

Ketidak sederajat kedudukan antara majikan dengan tenaga kerja ini
membuat majikan sering menganggap tenaga kerja sebagai objek dalam bekerja.
Pekerja sebagai faktor eksteren dalam proses produksi dan bahkan ada yang
beranggapan majiukan sebagai herr im haus (ibaratnya ini adalah rumahku
terserah akan aku gunakan untuk apa). Maksudnya majikan adalah pemilik
perusahaan itu, sehingga setiap kegiatan apa pun tergantung dari kehendak
majikan. Keadaan ini menimbulkan adanya kecenderungan majikan untuk
berbuat sewenang-wenang kepada pekerja/buruh.

Tenaga kerja dipandang sebagai objek. Tenaga kerja dianggap sebagai
faktor ekstern yang berkedudukan sama dengan pelanggan pemasok atau
pelanggan pembeli yang berfungsi menunjang kelangsungan perusahaan dan
bukan faktor intern sebagai bagian yang tidak terpisahkan atau sebagai unsur

Konstitutif yang menjadikan perusahaan.

! Budiono Rahmad Abdul, Hukum Perburuhan,(Jakarta: PT. Indeks, 2011) hlm, 12.



Secara sosial ekonomis kedudukan buruh adalah tidak bebas. Sebagai
orang yang mempunyai bekal hidup lain dari itu, ia terpaksa bekerja pada orang
lain. Majikan inilah yang pada dasarnya menentukan syarat-syarat kerja,
mengingat kedudukan pekerja yang lebih lebih rendah daripada majikan maka
perlu adanya campur tangan pemerintah untuk kmemberikan perlindungan
hukumnya, perlindungan hukum menurut Philipus, yakni

“Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan yang selalu menjadi
perhatian, yakni kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi
rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam
hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum
adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat(ekonomi),
misalnya perlindungan bagi pekerja penguasa”

Problematika ketenagakerjaan sepanjang masa tidak pernah selesai dari
masalah perlindungan, pengupahan, kesejahteraan, perselisihan hubungan
industrial, pembinaan, dan pengawasan ketenagakerjaan. Hal ini diakibatkan
kelemahan pemerintah secara sistemik dalam mengiplementasikan undang-
undang ketenagakerjaan, bahkan cenderung ada penyimpangan, hal lain
masalah koordinasi dan kinerja antar lembaga pemerintah belum optimal dan
masih sangat memprihatinkan.?

Perlindungan Hukum bagi buruh sangat diperlukan mengingat

kedudukanya yang lemah. Disebut oleh Zainal Asikin, yaitu

2 Sutedi Ardrian, Hukum Perburuhan, (Jakarta :Sinar Grafika, 2011) hlm, 142.



“Perlindungan hukum dari kekuasaan majikan terlaksana apabila peraturan
perundang-undangan dalam bidang perburuhan yang mengharuskan atau
memaksa majikan bertindak seperti dalam perundang-undangan tersebut benar-
benar dilaksanakan semua pihak karena keberlakuan hukum tidak dapat diukur
secara yuridis saja, tetapi diukur secara sosiologis dan filosofis.?”’

Penyandang disablitas* juga merupakan bagian dalam masyarakat yang
juga berhak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan tingkat kecacatannya
Perlindungan penyandang dalam dunia kerja pun khususnya sudah dibuat
peraturan Undang-Undang No 13 tahun 2003 Dalam Pasal 67 sudah dijelaskan
bahwa pengusaha yang memperkerjakan penyandang Disabilitas wajib
memberikan perlindungan yang sesuai dengan tingkat dan kecacatannya
meskipun hak penyandang disabilitas sudah di atur dalam pelaksanaanya hak-
hak para pekerja penyandang disabilitas pun sampai sekarang sering
mendapatkan diskriminasi ditempat kerja.> Program kebijakan pemerintah bagi

penyandang disabilitas (Penyandang cacat)cenderung berbasis belas kasih

% Zainal Asikin, et. al., Dasar-dasar Hukum Perburuhan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993)
hlm, 35.

* Disabilitas artinya perbedaan kemampuan penganti istilah dari penyandang cacat, perubahaan
ini terjadi sesuai dengan pertemuan penyusunan bahan ratifikasi konvensi internasional yang dii
selengarakan di Bandung pada tanggal 29 Maret-1 Apreil 2010.

*www.tribunnews.com/regional/2014/10/30/97-perusahaan-di-Indonesia-masih-abaikan-

penyandang-Disabilitas (akses pada 26 maret 2015 pukul 9:57 WIB).


http://www.tribunnews.com/regional

(charity), sehingga kurang memberdayakan penyandang disabilitas untuk
terlibat dalam  dunia kerja. Kurangnya sosialisasi peraturan perundang-
undangan tentang disabilitas menyebabkan perlakuan stakeholder unsur
pemerintahan dan swasta yang kurang peduli. peran pemerintah sebenarnya
sudah bagus dengan adanya pelatihan-pelatihan kerja dan kouta 1% dalam
sebuah perusahaan untuk penyandang disabilitas tetapi dalam penerapan
kebijakan-kebijakan tersebut tidak berjalan dengan lancar.

Menurut Undang-Undang no 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan. penyandang
disabilitas mendapatkan :
1. Mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan jenis dan derajat
kecacatannya.
Mendapatkan perlakuan yang sama
Tidak mendapatkan diskriminasi

Mendapatkan upah yang ssama dengan pekerja biasa
Mendapatkan jaminan keselamatan dan kesehatan dalam bekerja®

akRrwn

Sedangkan dalam Perda Daerah Istimewa Yogyakarta No 4 Tahun 2012
tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
mendapatkan perlindungan meliputi :

1. Tenaga kerja disabilitas mempunyai hak untuk mendapatkan pelatihan kerja
guna pembekalan dan peningkatan kompensasi

2. Tenaga kerja disabilitas mempunyai hak dan kesempatan untuk memilih,
mendapatkan, dan pindah kerja pekerjaan sesuai dengan kemampuan yang
dimiliki.

3. Mendapatkan fasilitas pemenuhan kouta kerja bagi difabelpada perusahaan
negara, perusdahaan daerah dan/atau perusahaan swasta sesuai dengan
peraturan perundang-perundangan yang berlaku

® Undang-Undang No 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.



4. Pemberian perlindungan yang berlaku perlakuan dan kesempatan yang setara
dalam lingkungan kerja serat pemberian upah bagi difabel sesuai dengan
persyaratan pengupahan, dan

5. Fasilitas kerja yang accessible, fasilitas kesehatan, keselamatan kerja dan
jaminan sosial kerja’

Saat ini di kota yogyakarta sendiri jumlah penyandang disabilitas
berjumlah 40.050 orang dari total jumlah penduduk kota Yogyakarta yang
berjumlah 440.143 orang. Data tersebut berdasarkan dari sensus penduduk
2011.°

Berikut ini adalah kasus hak penyandang disabilitas yang tidak terpenuhi:
Menurut sebuah artikel yang ditulis oleh Budi Kurniawan dalam detiknews,
penyandang disabilitas kota Yogyakarta menuntut perlakuan adil pemerintah
dalam memperoleh haknya tanpa diskriminasi dalam memperoleh fasilitas
umum dan kesempatan mendapatkan pekerjaan. Seperti kasus penolakan atau
pembatalan sepihak oleh pemkab sleman atas keikutsertaan Widodo S.Pd dalam
seleksi CPNS 2004 lalu. Widodo adalah seorang tunanetra warga Dusun
Tegalrejo, Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Sleman saat melamar ke
kantor Depag Sleman tidak boleh ikut tes karena dia tunanetra.®

Dari kasus diatas dapat kita ketahui bahwa dalam pelaksanaan

perlindungan bagi penyandang disabilitas masih banyak kekuranganya, Peran

’ Perda Daerah Istimewa Yogyakarta No 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan
Hak Penyandang Disabilitas.

8http://tribunnews.com/regional/2013/12/11penyandang-cacat-masih-keluhkan-

diskriminasi?page=2 (di akses pada tanggal 11 april 2015 pukul 11:22 wib).

%http;//us.detiknews.com/read/2005/01/24/160535/277902/10/penyandang-cacat-yogya-tuntut-
perlakuan-adil, (diakses pada tanggal 11 april 2015 pukul 11:35 wib).



http://www.tribunnewa.com/regional/2013/12/11penyandang-cacat-masih-keluhkan-diskriminasi?page=2
http://www.tribunnewa.com/regional/2013/12/11penyandang-cacat-masih-keluhkan-diskriminasi?page=2

pemerintah diharapkan mampu melindungi penyandang disabilitas kerjasama
antar Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Trasmigasi Kota Yogakarta dengan
lembaga terkait.

Dari latar belakang diatas penulis akan melakukan penelitian tetang :
“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA
PENYANDANG DISABILITAS Dl DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA (PERPESKTIF UU NO 13 TAHUN 2003 TENTANG

KETENAGAKERJAAN)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan Ketenagakerjaan penyadang disabilitas di
Yogyakarta ?

2. Bagaimana kendala yang dihadapi Disnaketrans dalam melindungi tenaga

kerja disabilitas di Yogyakarta?

C. Tujuan dan manfaat penelitian

1. Tujuan penelitian
Dari permasalahan diatas penulis telah mendapatkan beberapa tujuan dari
tulisan ini yaitu :
a. Untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hukum untuk

peyandang disabilitas dalam bekerja.



b. Untuk mengetahui bagaimana cara pemerintah dalam menangani
masalah untuk melindungi para tenaga kerja disabilitas.
2. Manfaat Penelitian
Semoga dalam skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat, diantaranya adalah:
a. Manfaat teoritis
1) Menjadi bahan teoritis untuk berguna dalam kepentingan karya
ilmiah berbentuk tugas akhir/skripsi
2) Penelitian ini dapat mengembangkan kajian studi ilmu Hukum
secara umum.
3) Dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya
yang berhubungan dengan ketenaga kerjaaan.
b. Manfaat praktis praktis
1) Manfaat bagi peneliti
Diharapkan  bisa  menambah  wawasan tentang
perlindungan hukum terhadap tenaga Kkerja penyandang
Disabilitas.
2) Manfaat bagi Universitas
Bagi pihak Universitas khususnya bagi studi program
Ilmu hukum diharapkan berguna sebagai literatur bagi peneliti
selanjutnya yang akan melakukan penelitian yang sama. Hasil

dari penelitian dapat bermanfaat untuk seluruh mahasiswa dalam



mengembagkan pengetahuan dalam bidang ketenagakerjaan
khususnya buat penyandang disabilitas.
3) Manfaat Bagi Pengusaha/Instansi
Menjadi bahan pertimbangan bagi pengusaha atau instansi
untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi penyadang
disabilitas.
D. Telaah Pustaka
Untuk dapat mencapai tujuan penulis maka dibutuhkan beberapa litelatur
penelitian dari beberapa penelitian yang dahulu antara lain sebagai berikut:
Karya tulis yang pertama adalah skripsi yang ditulis oleh Martin Rodriquez
tahun 2008 Fakultas hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan judul
perlindungan hukum bagi penyandang cacat untuk memperoleh kesempatan
kerja di perusahaan sebagai bentuk pemenuhan kouta 1% oleh perusahaan
untuk memperkerjakan tenaga kerja penyandang cacat'® Hasil dari penelitian
ini adalah menitik beratkan perlindungan hukum terhadap penyandang cacat
untuk memperoleh haknya dalam hal memperoleh kesempatan Kkerja
diperusahaan Penerbit dan Percetakan Andi Offset sebagai bentuk pemenuhan
kouta 1% oleh perusahaan untuk memperkerjakan tenaga kerja penyadang

disabilitas.

Martin Rodriquez, “Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Cacat Untuk Memperoleh Kerja Di
Perusahaan”, skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya).



Karya tulis yang kedua adalah skripsi yang ditulis oleh Iffatus Salehah
tahun 2014 Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga dengan Judul Kesempatan kerja bagi tunanetra (studi kasus terhadap
anggota ikatan tunanetra muslim Indonesia (ITMI) Kota Yogyakarta.)** Hasil
dari penelitian ini adalah kesempatan kerja bagi tunanetra masih sangat langka
padahal dalam anggota ITMI tersebut sudah banyak yang termasuk golongan
angkatan kerja/usia kerja. Permasalahan itu muncul dikarenakan masih
kuarangnya penawaran dan permintaan tenaga kerja buat para penyandang
disabilitas dan serta masih minimnya peran pemerintah untuk menangani hal
ini.

Karya tulis yang ketiga adalah skripsi yang di tulis oleh M. Rizal Dhuka
Islam tahun 2014 fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga tentang “implementasi Daerah Istimewa Yogyakarta No 4 tahun
2012 dalam peningkatan kesejahteraan disabilitas terpadu penyandang
Disabilitas Piring, Srihardono, Pundong, Bantul, Yogyakarta” skripsi ini
membahas bagaimana permasalahan dalam penerapan kesejahteraan disabilitas
dalam bekerja Hasil dari skripsi ini adalah peran pemerintah dalam menangani
perlindungan bagi disabilitas masih ada kekurangan yaitu masih kurangnya
sosialisasi tentang BRTPD (Balai Rehabilitas Penyandang Disabilitas)

Yogyakarta. Padahal masih banyak disabilitas yang seharusnya membutuhkan

“ffatus Salehah, “Kesempatan Kerja Bagi Tunanetra(Studi Kasus Terhadap Anggota Ikatan
Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) kota Yogyakarta), skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta:
Universitas Negeri SunanKalijaga).

10



pelayanan yang diberikan pemerintah. Dengan keterbatasan informasi, sehingga
menjadi kendala disabilitas yang berkeinginan belajar*.

Karya tulis yang terakhir adalah skripsi yang ditulis oleh Ani Nur Sayyidah
tahun 2014 fakultas dakwah dan komunikasi Universitas Sunan Kalijaga tentang
“’Dinamika penyesuaian diri penyandang disabilitas ditempat magang
kerja(Studi diskriptif dibalai Rehabilitas Terpadu Penyandang Disabilitas
(BRPTD) yogyakarta)” dalam skripsi ini pemerintah dengan program BRPTD
yang berada dibawah Dinas Sosial di Yogyakarta, telah melakukan program
memberikan pelatihan kerja terhadap penyandang disabilitas dalam upaya untuk
memberikan perlindungan hak dalam mendapatkan kerja dengan mengacu pada
undang-undang no 13 tahun 2003, tetapi kendala yang dihadapin menurut hasil
penelitian tersebut adalah masih kurangnya waktu pelatihan dan magang yang
dilakukan oleh BRPTD dengan waktu 25 hari seharusnya tidak cukup untuk
memberikan pelatihan dan memberikan praktek bekerja sebaiknya waktunya
ditambah lagi agar mereka bisa beradaptasi dengan lingkungan kerja, kendala
yang kedua adalah kurang keberanianya tenaga kerja disabilitas dalam
melakukan curhat terhadap pemilik perusahaan yang dia tempati, mungkin

pemerintah juga memikirkan solusi psikologis mereka agar mereka bisa dengan

2 M. Rizal Dhuka Islam “Implementasi Daerah Istimewa Yogyakarta No 4 tahun 2012 dalam
peningkatan kesejahteraan Disabilitas terpadu penyandang Disabilitas Piring, Srihardono, Pundong,
Bantul, Yogyakarta” skripsi tidak di terbitkan, (Yogyakarta: Universitas Negeri SunanKalijaga).

11



santainya berkomunikasi dengan sesama pekerja dan dengan para pemilik
perusahaan yang mereka tempati.*?

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu, permasalahan yang muncul adalah
masih kurangnya peran pemerintah tetapi dalam isi kajian diatas masih belum
dijelaskan secara terperinci, sedangkan Perbedaan penulisan yang akan diteliti
oleh penulis bertujuan untuk memberikan informasi secara menyeluruh tentang
perlindungan penyandang disabilitas dan pemasalahan yang ditemukan oleh
Disnaketrans Yogyakarta.

E. Kerangka Teori
1. Hak Asasi Manusia dan Teori perlindungan Hukum

Hak Asasi Manusia adalah hak yang diperoleh manusia dalam menjalani
kehidupan yang adil dan setara. Di dalam hak asasi manusia ini mencakup
berbagai hal seperti hak dalam menjalani pekerjaan, pendidikan, dan kehidupan
yang layak

Dalam upaya pengembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia kita selalu
berpegang pada prinsip sebagai berikut :

a. Ratifikasi berbagai instrument Persatuan Bangsa-Bangsa tentang Hak

Asasi Manusia hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan

dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

¥ Ani Nur Sayyidah”Dinamika penyesuaian diri penyandang Disabilitas ditempat magang
kerja(Studi diskriptif dibalai Rehabilitas Terpadu Penyandang Disabilitas (BRPTD) yogyakarta)”
skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: Universitas Negeri SunanKalijaga).
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b. Hak asasi manusia dibatasi oleh hak dan kebebasan orang lain, moral,

keamanan dan ketertiban Umum (Tap MPR No XVII/MPR/1998)

Oleh karena itu sesuai dengan kesepakatan internasional pelaksanaan hak
asasi manusia adalah merupakan wewenang dan tangung jawab setiap negara
pemerintahan negara dengan memperhatikan sepenuhnya keanekaragaman tata
nilai, sejarah, kebudayaan, sistem politik, dIl yang dimiliki Negara yang
bersangkutan.**

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan
bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak
asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang
pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada
pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia,
landasannya adalah pancasila sebagai ideologinya dan falsafah negara.

Berikut perlindungan hukum menurut para ahli*:

a. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah
memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang di rugikan orang
lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka

dapat menikmati semua hak-hak yang di berikan oleh hukum.

4 Abdullah Rozali, Perkembangan HAM dan keberadaan peradilan HAM di Indonesia (Bogor,
Ghalia Indonesia,2004) hlm, 55.

Bywww.tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/(akses ~ pada 28
Desember 2015 pukul 13.35 WIB).
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b. Menurut Phillipus M. hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah

2.

perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak
asasi manusia yang di miliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan
hukum dari kesewenangan.

Menurut CST konsil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang
harus di berikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman ,
baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari
pihak manapun

Menurut Muktie, A. Fadjar perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari
perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja.
Perlindungan yang di berikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak
dan kewajiban dalam hal ini yang di miliki oleh manusia sebagai subyek
hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkunganya.
Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk
melakukan suatu tindakan hukum.

Penyandang Disabilitas

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) disabilitas adalah istilah yang

meliputi gangguan, keterbatasan aktifitas, dan pembatasan partisipasi. Gangguan

adalah sebuah masalah pada fungsi tubuh atau strukturnya, suatu pembatasan

kegiatan adalah kesulitan yang dihadapi oleh individu dalam melaksanakan tugas

atau tindakan, sedangkan pembatasan partisipasi merupakan masalah yang
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dialami oleh individu dalam keterlibatan dalam situasi kehidupan. Jadi disabilitas
adalah sebuah fenomena kompleks, yang mencerminkan interaksi antara ciri dari

tubuh seseorang dan ciri dari masyarakat tempat dia tinggal.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 tentang
Penyandang Cacat. Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai
kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan
rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang

terdiri dari :

a. Penyandang cacat fisik: adalah kecacatan yang mengakibatkan
gangguan dalam fungsi tubuh, antara lain gerak tubuh,
pengelihatan, pendengaran, dan kemampuan berbicara.

b. Penyandang cacat mental: adalah kelebihan mental atau tingkah laku
baik cacat bawaan maupun akibat dari penyakit

c. Penyandang cacat fisik dan mental: adalah keadaan seseorang yang
menyandang 2 jenis kecacatan sekaligus

3. Undang-Undang No 13 Tahun 2003

Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tersebut
mengatur banyak hal yang terkait ketenagakerjaan yaitu perlindungan hukum
tenaga kerja, berisikan landasan, asas, dan tujuan, kesempatan dan perlakuan
yang sama perencanaan tenaga kerja, pelatihan kerja, penempatan tenaga kerja

perluasan kerja penggunaan tenaga kerja asing, kesempatan, hubungan kerja,
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perlindungan, pengupahan, kesejahteraan, hubungan industrial, pemutusan
hubungan kerja pembinaan, pengawasan, dan penyidikan.®
4. Hukum Ketenagakerjaan

Berdasarkan ketentuan Pasal 27 UUD 1945, yaitu setiap warga negara
bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Ketentuan ini
dijabarkan lebih lankut dalam Pasal 5 dan Pasal 6 UU No. 13 tahun 2003. Pasal
5, yaitu “setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama tanpa
diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan”. Pasal 6, yaitu “setiap pekerja/buruh
berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dan pengusaha”.
Kedudukan buruh dan majikan atau antara pengusaha dengan pekerja berbeda
dengan kedudukan antara penjual dan pembeli. Antara penjual dan pembeli sama
kedudukannya. Antara keduanya mempunyai kebebasan yang sama untuk
menentukan ada atau tidak adanya perjanjian. Kedudukan antara pengusaha
dengan pekerja adalah tidak sama. Secara yuridis kedudukan buruh adalah bebas,
tetapi secara sosial ekonomis kedudukan buruh adalah bebas.*’

Berdasarkan uraian mengenai hakikat hukum ketenagakerjaan diatas maka
menjadi dasar dalam pemberian perlindungan hukum bagi pekerja. Pemberian
perlindungan hukum bagi pekerja perkerja menurut Imam Soepomo meliputi

lima bidang hukum perburuhan, yaitu

'® Undang-Undang no 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
7 Abdul Khakim, Pengantar hukum ketenagakerjaan Indonesia berdasarkan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003,( Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003) hlm, 37.
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a. Bidang pengerahan/penempatan tenaga kerja
b. Bidang hubungan kerja

c. Bidang kesehatan kerja

d. Bidang keamaan kerja

e. Bidang jaminan sosial buruh.

Bidang pengerahan/penempatan tenaga kerja, adalah perlindungan hukum
yang dibutuhkan oleh pekerja sebelum ia menjalankan hubungan kerja. Masa ini
sering disebut dengan masa pra penempatan atau pengerahan.

Bidang hubungan kerja, yaitu masa yang dibutuhkan oleh pekerja sejak ia
mengadakan hubungan kerja dengan pengusaha. Hubungan kerja itu didahului
oleh perjanjian kerja. Perjajian kerja dapat dilakukan dalam batas waktu tertentu
atau tanpa batas waktu yang disebut dengan pekerja tetap.

Bidang kesehatan kerja, adalah selama menjalankan hubungan kerja yang
merupakan hubungan hukum, pekerja harus mendapat jaminan atas
kesehatannya. Apakah lingkungan kerjanya dapat menjamin kesehatan tubuh
dalam jangka waktu relatif lama.

Bidang keamanan kerja, adalah adanya perlindungan hukum bagi pekerja
atas alat-alat kerja yang dipergunakan oleh pekerja. Dalam waktu relatif singkat
atau lama akan aman dan jaminan keselamatan bagi pekerja. Dalam hal ini
negara mewajibkan kepada pengusaha untuk menyediakan alat keamanan kerja

bagi pekerja.
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Yang terakhir adalah bidang jaminan sosial buruh. Telah diundangkan
undang-undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. PT
Jamsostek dapat dikatakan cukup. Untuk saat ini kompensasi ataupun batas
maksimal upah yang diakui untuk pembayaran premi jamsostek sudah dilakukan
revisi penyesuaian. Sekrang program Jamsostek sudah berganti BPJS(Badan
Penyelengaraan Jaminan Sosial).

5. Tenaga Kerja
Perburuhan sekarang ini disebut dengan istilah ketenagakerjaan, sehingga
hukum perburuhan sama dengan hukum ketenagakerjaan. Ketengakerjaaan
berasal dari kata dasar “tenaga kerja” yang artinya “segala hal yang
berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah
masa kerja”*® sedangkan dalam Undang-Undang No13 tahun 2003 menjelaskan:
a. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna
menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri
maupun untuk masyarakat.

b. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau
imbalan dalam bentuk lain.

Sedangkan menurut para ahli:

a. Menurut Dr. A. Hamzah. SH, tenaga kerja meliputi tenaga yang bekerja di
dalam maupun di luar hubungan kerja dengan alat produksi tenaga kerja itu

sendiri, baik tenaga fisik maupun pikiran.

'8 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
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b. Menurut Eeng Ahman dan Epi indriani tenaga kerja adalah seluruh jumlah
penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika ada
permintaan Kkerja.

¢. Menurut Suparmoko dan Incuk Ranggabawono tenaga kerja adalah penduduk
yang telah memasuki usia kerja dan memiliki pekerjaan yang sedang mencari
pekerjaan dan yang melakukan kegiatan lain seperti sekolah, kuliah dan
mengurus rumah tangga.

F. Metodologi penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data merupakan hal
yang penting dalam menyusun bahan materi penulisan. Untuk mencapai hasil
yang maksimal dalam penelitian ini. penyusun menggunakan metode penelitian
sebagai berikut:

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah bersifat
deskriptif analitis, yang merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan
suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang bertujuan
untuk mendapatkan data sedetail mungkin mengenai objek penelitian sehingga
mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan
teori hukum atau undang-undang yang berlaku.'® Penyusun juga menganalisis
kendala-kendala yang dihadapi kantor Disnaketrans Yogyakarta dalam

melaksanakan perlindungan bagi penyandang disabilitas.

19 Zainuddin Ali, Metode Penelitiaan Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) hlm, 223.
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2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis lakukan termasuk penelitian lapangan
(field research), yaitu mencari sumber data-data langsung dari lapangan.
Penelitian ini dilakukan langsung terjun ke lapangan yaitu kantor Disnaketrans
Yogyakarta dan beberapa sumber dari tenaga kerja disabilitas, untuk
memperoleh data primer yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti yaitu
dengan melakukan wawancara, observasi agar mendapatkan data yang akurat.
Setelah itu penulis akan menguraikan hal-hal dari wawancara maupun observasi
tentang bentuk perlindungan bagi penyandang disabilitas melalui Disnaketrans
Yogyakarta dan tenaga kerja disabilitas
3. Pendekatan penelitian

Penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan yuridis empiris, metode
ini digunakan untuk mengkaji atau menganalisis data yang berupa bahan-bahan

hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

Penyusun akan mengkaji data-data yang diperoleh dari hasil dokumen
maupun wawancara dengan staff dari kantor Disnaketrans Yogyakarta dan
tenaga kerja penyandang disabilitas, untuk mendapatkan gambaran
permasalahan yang jelas yang akan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. selanjutnya akan dipaparkan dalam

penelitian ini.
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4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dilakukan penyusun lakukan adalah di kantor
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DISNAKERTRANS) Yogyakarta dan
Job Fair Di UNY.
5. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:

a. Wawancara (interview)

Penyusun melakukan pengumpulan data secara langsung kepada
responden yang dapat mewakili dalam pengambilan data dan disesuaikan
dengan pedoman wawancara, penyusun juga melakukan metode wawancara
mendalam (in depth interview), yaitu dengan melakukan uji coba terhadap
masalah yang diteliti guna mendapatkan informasi data yang lebih akurat dan
objektif.

Adapun perencanaan yang menjadi objek wawancara dalam penelitian
ini adalah sebagai berikut :
1) Kepala kantor Disnaketrans Yogyakarta
2) Kasi Pengawasan Ketenagakerjaan
3) Kasi Penempatan Tenaga Kerja
4) Tenaga kerja penyandang disabilitas

5) Relawan/Aktivis Disabilitas
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b. Dokumentasi
Dokumentasi adalah metode pengumpulan data berupa dokumen-
dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini. Penyusun akan mencari
dan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan tema
penelitian sebanyak-banyaknya, dan mendiskripsikan dalam bentuk susunan
data yang mudah dimengerti.
6. Metode analisis data

Metode analisis data adalah proses mengolah dengan cara
mengorganisasikan data dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan
satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan tafsiran tertentu dari
susunan itu.?

Maka metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu
metode analisis yang pada dasarnya mempergunakan pemikiran logis, analisis
dengan logika, dengan induksi, analogi interpretasi, komperasi dan sejenisnya.
Metode berfikir yang digunakan adalah metode induktif, yaitu dari data/fakta
menuju ke tingkat abstraksi yang lebih tinggi, termasuk juga melakukan sintesis

dan mengembangkan teori bila diperlukan dan datanya menunjang.**

93.

2 Rusdi Pohan, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Yogyakarta: Lanarka Publisher, 2007) hlm,

2! Sanafiah Faisal, Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan aplikasi, (malang: nusamedia,1990)

hlm, 39.
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G. Sistematika Penyusunan

Untuk memberikan gambaran secara umum dan memberikan kemudahan
bagi para pembaca, maka penyusun mencoba menguraikan secara sistematis
yang terdiri dari 5 (Lima) bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang
terperinci sebagai berikut :

Bab Pertama, Berisikan Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang,
rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian,
pendekatan masalah dan sistematika penyusunan penelitian.

Bab Kedua berisikan tentang pembahasan mengenai tinjauan umum
mengenai  perlindungan hukum ketenaga kerjaan terhadap penyandang
disabilitas, yaitu meliputi pengertian, pelaksanaan, dan perlindungan hukum
ketenagakerjaan

Bab Ketiga berisikan gambaran umum kantor Disnaketrans Yogyakarta
terkait sejarah pembentukan, letak geografis, Visi-Misi, dan struktur organisasi

Bab Empat adalah analisa yang berkaitan dengan pokok masalah pada
penelitian ini, yaitu bentuk perlindungan tenaga kerja penyandang disabilitas di
Yogyakarta oleh kantor Disnaketrans serta kendala-kendala yang dihadapinya.

Bab lima yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

Kesimpulan disini merupakan jawaban dari pokok masalah dalam penelitian ini.
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BAB YV
Penutup

A. Kesimpulan
Kesimpulan yang bisa kita dapat dari tuliasan diatas adalah sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum yang di berikan oleh Disnaketrans Yogyakarta adalah
dengan memberikan pelatihan kerja untuk memberikan modal para tenaga
kerja yang akan terjung ke dunia ketenagakerjaan, pemberian perlindungan
kerja pada saat para tenaga kerja disabilitas juga sudah di lakukuan dengan
melakukan pengawasan langsung yang terjung di perusahaan. Dan apabila
ada perusahaan yang tidak memberikan hak tenaga kerja disabilitas maka
Disnaketrans akan memberikan peringatan berupa nota, serta sosialisasi
kepada beberapa perusahaan untuk menawarkan tenaga kerja disabilitas
kepada perusahaan dan memberikan beberapa penghargaan kepada
perusahaaan atas kepeduliannya kepada tenaga kerja disabilitas

2. Kendala yang dihadapi Disanketrans dalam menangulangi hak tenaga kerja
disabilitas Yogyakarta ternyata masih banyak kendala yang di hadapi
disnaketrans Yogyakarta yaitu kurangnya personil pengawasan yang di miliki
Disnaketrans Yogyakarta , aksibilitas di dalan perusahaan untuk memberikan
perlindungan serta kurang memberikan rasa nyaman kepada tenaga kerja

disabilitas dan kurangnya kerja sama antara perusahaan dan Disnaketrans
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dalam memberikan informasi data tenaga kerja disabilitas yang bekerja

kepada perusahaan

B. Saran-saran

1. Untuk Disnaketrans Yogyakarta dalam memberikan perlindungan di
harapkan bisa memberikan fasilitas yang baik untuk para tenaga kerja agar
kedepannya diharapkan tidak ada lagi permasalahan tenaga kerja disabilitas

2. Untuk perusahan diharapkan pihak perusahaan segera memberikan
aksebilitas dan memberikan hak kesetaraan kepada tenaga penyandang
disabilitas yang setara dengan tenaga kerja non-disabilitas

3. Untuk masyarakat diharapkan untuk stop memberikan pandangan negatif
kepada tenaga kerja disabilitas dikarenakan mereka para tenaga kerja

disabilitas mempunyai etos kerja yang sangat tinggi untuk bekerja
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